PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR     13       TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor, perlu pengaturan retribusi pelayanan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor dalam paraturan daerah tersendiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor;



	Mengingat  :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 3529);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3530);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 35 Tahun 2000);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah C Tahun 2000 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah D Tahun 2001 Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Seri C Tahun 2005 Nomor  3);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N  :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 
8. Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki, dan/atau membetulkan, dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 
9. Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan atau bangunan untuk memperbaiki, dan atau membetulkan, dan atau merawat, dan atau mencuci, dan atau menjual suku cadang kendaraan bermotor dengan memungut bayaran sebagai imbal jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan;

10. Pengusaha atau Pengelola Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan hukum yang memiliki usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor;
11. Izin adalah izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor;
12. Retribusi Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin usaha bengkel kendaraan bermotor;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yagn selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 2
Nama retribusi adalah retribusi izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor. 

Pasal 3
Obyek retribusi adalah pelayanan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, yang digolongkan menjadi :

a. bengkel besar I;
b. bengkel besar II;
c. bengkel sedang I;
d. bengkel sedang II;
e. bengkel kecil I;
f. bengkel kecil II.
Pasal 4
Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor. 

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5
Retribusi izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor diukur berdasarkan golongan usaha.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan izin, pengawasan dan pengendalian.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. biaya pelayanan izin; dan

b. biaya pengawasan dan pengendalian. 

Bagian Kelima

Besarnya Tarif 
Pasal 8
(1) Retribusi izin usaha bengkel meliputi :
a. bengkel besar I sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
b. bengkel besar II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
c. bengkel sedang I sebesar  Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
d. bengkel sedang II sebesar  Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
e. bengkel kecil I sebesar  Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
(2)  Pelayanan izin usaha bengkel kecil II tidak dipungut biaya.

(3)  Biaya pelayanan izin usaha bengkel kecil II ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
(4)  Retribusi  daftar  ulang  izin  usaha  bengkel  besarnya  sama  dengan  retribusi  izin
       usaha bengkel baru.
(5) Retribusi penggantian izin usaha bengkel yang hilang, rusak atau tidak dapat terbaca sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari retribusi izin usaha bengkel baru.

(6) Retribusi izin usaha bengkel sementara sebesar 50% (lima puluh prosen) dari retribusi izin usaha bengkel baru.
Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 9
Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan perizinan dilakukan.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10
Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pendaftaran ulang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 13
(1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh   Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15
(1) Setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor namun tidak membayar retribusi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya surat pemberitahuan dikeluarkannya izin, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16
(1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 13 Oktober 2005
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 
Diundangkan di Bantul

pada tanggal 13 Oktober 2005
PELAKSANA TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, MMA.
(    Pembina Tingkat I, IV/b   )

NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2005 NOMOR     13    SERI B
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR     13      TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN  KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan pemberian izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan pelayanan prima, yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, peralatan dan pembiayaan yang memadai.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mandiri dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor dalam bentuk retribusi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur retribusi izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Angka 1



Cukup jelas


     Angka 2



Cukup jelas


     Angka 3



Cukup jelas

           Angka 4



Cukup jelas

          Angka 5



Cukup jelas


     Angka 6



Cukup jelas


     Angka 7 



Kendaraan bermotor antara lain meliputi sepeda motor, mobil barang,  mobil penumpang, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempel, kendaraan khusus.

     
     Angka 8



Cukup jelas


     Angka 9



Cukup jelas


     Angka 10



Cukup jelas


     Angka 11



Cukup jelas


     Angka 12



Cukup jelas

     Angka 13



Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

 Kriteria   penggolongan    usaha    bengkel    perawatan    kendaraan    bermotor
 didasarkan pada permodalan, tidak termasuk tanah dan bangunan :
1.  usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor  besar I dengan modal lebih besar dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. 
usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor besar II dengan modal lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah);

3.  
usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sedang I dengan modal lebih besar dari Rp.100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4.  
usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sedang II dengan modal lebih besar dari Rp.50.000.000,00    (lima puluh satu juta rupiah)  sampai  dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta  rupiah);

5.  
usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor kecil I modal lebih besar dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta  rupiah) sampai dengan   Rp. 50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah); dan

6.  usaha  bengkel  perawatan  kendaraan  bermotor  kecil  II  dengan  modal  sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas  juta  rupiah).
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7


    Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang 

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas
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